
WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BAIIAT

KEPUTUSAN  WALI KOTA  TASIKMALAYA
NOMOR   :   970 /Kep.  227-Bapenda/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

WALI KOTA   TASIKMALAYA,

Menimbang           :    a.  bahwa untuk  melaksanakan  Ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)
Keputusan   Presiden   Nomor   3    Tahun   2021    tentang
Sa.tuan   Tugas   Percepatan   dan   Perluasan   Digitalisasi
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Tim  Percepatan  dan  Perluasan  Digitalisasi  Daerah  Kota
Tas]lkmalaya;

b.  bahwa      berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud  pada huruf   a,  perlu menetapkan  Keputusan
Wall   Kota   tentang   Tim    Percepatan   dan    Perluasan
Digjtalisasi Daerah Rota Tasikmalaya;

Mengingat           :   1.   rnnd{:=e§;:nfLanem8b¥°=°ie3=aTge::bii29|9ndtoe::=agT:a:=

1999  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3842), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang  Nomor 6 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang     Nomor     2     Tahun     2008     tentang
Perubahan   Kedua   Atas   Undang-undang       Nomor   23
Tahun   1999  tentang  Bank  Indonesia  menjadi  Undang-
undang  (Ilembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2009  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor 4962);

2.   Undang-undang     Nomor     10     Tahun     2001     tentang
Pembentukan    Kota    Tasikmalaya    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahrin  2001  Nomor  90,  Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 17) ;

3.   Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi
dan  Transalcsi  Elektronik  (I.embaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843),   sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-undang   Nomor  19  Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11
Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran    Negara.    Republik    Indonesia   Tahun    2016
Nomor    251,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5952) ;

4.   Undang-undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),   sebagaimana
telah   beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-undang  Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemcrintahan    Daerah    (Ijembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5.   Peraturan   Presiden   Nomor   95   Tahun   2018   tentang
Siste.in   Pemerintahan   Berbasis   Elektronik   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  182);

6.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019
tentimg  Sistem  lnformasi  Pemerintahari  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  1114) ;

7.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7r/  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Tekni§  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2020
Nomor  1781);

8.   Peraturan   Daerah   Kota  Tasikmalaya   Nomor   7   Tahun
2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat
Dael.ah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor   180)   sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah
terakhir   dengan   Peraturan   Daerah   Kota  Tasikmalaya
Nomor   7       Tahun   2020   tentang   Perubahan   Kedua
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (I.embaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

9.   Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun  2020
tentang  Susunan  Organisasi,  Kedudukan,  Tugas  Pokok,
F`ungsi dan Tata  Kerja  Perangk€it Daerali  (Berita  Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55) ;

10. Peraturan Wall Kota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020
tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Tasikmlaya
(Berita  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Tahun   2020   Nomor
101);

Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan
Thgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSRAN :

Menetapkan           :   KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN DAN
PBRLUASAN DIGITALISASI DAERAH                         KOTA
TAslKnAIA¥A.

KESATU                 :   Membe]ituk   Tim    Percepatan    dan    Perluasan    Digitalisasi
Daerah    (TP2DD)    Kota    Tasikmalaya,    dengan    susunan
keangg()taan,  susunan  kesekretariatan    dan  uraian  tugas
sebagaimana tercantum dalan Lampiran I,  I.ampiran 11  dan
Lanpiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA TP2DD   Kota   Tasikmalaya   sebagaimana   dimaksud   dalam



KETIGA

KBEMPAT

KELIMA

diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut:
a.  mend{)rong    inplementasi    ETPD,     guna    mendukung

transparansi,   tata   kelola   dan   pengintegrasian   dalam
sistem   keuangan   pemerintah   daerah   dalam   rangka
mengtiptinalkan pendapatan daerah; dan

b.  mendukung  transaksi  pembayaran   digital  masyarakat,
guna    mewujudkan    keuangan    yang    inldusif,    serta
meningkatkan  integrasi  ekonomi,  dan  keuangan  digital
daerah.

:   TP2DD   Kota  Tasikmalaya  sebagaimana  dimaksud   dalarn
diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan    data    dan    informasi    perkembangan

transaksi  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  daerah,
balk yang dilaksanakan secara tunal maupun non tunai;

b.melakukan      analisa      dan      identifikasi      hambatan/
perrnasalahan  strategis  terkait  Elektronifikasi  Transaksi
Pemerintah    Daerah    (ETPD),    yang   dilihat   dari   aspek
informasi  dan  data,  inovasi  dan  teknologi,  infrastruktur,
serta ketentuan ;

c. menyusun   arah  kebijakan   implementasi   ETPD,   antara
lain:
1.  roadmap;
2.  tahapan dan rencana aksi iniplementasi ETPD;
3.  proses bisnis dalam rangka pelaksanaan ETPD;
4.  model bisnis dalam rangka percepatan; dan
5.  perluasan ETPD.

d. memonitor  dan  mengevaluasi  implementasi  ETPD,  serta
menyampaikan   rekomendasi   kebijakan   kepada   pihak/
otoritas     terkait     untuk     mengatasi     permasalahan/
hambatan yang dihadapi;

e. melakcanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETPD ;
f.  melakukan   koordinasi   dengan   instansi/   pihak   terkait

mengenal implementasi ETPD ; dan
9.melaporkan      pelaksanaan      kepada      Satuan      Tugas

Perce])atan   dan   Perluasan   Digitalisasi   Daerah   paling
sedikit  1  (satu)  kal dalam 6  (enam)  bulan atau  sewaktu-
waktu jika diperlukan.

:   Untuk     kelancaran     pelaksanaan     tugas     TP2DD     Kota
Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KBTIGA
dibentuk    sekretariat    yang    berkedudukan     di    Badan
Penda.patan   Daerah    Kota   Tasikmalaya,    yang   susunan
keangg(>taan   sebagaimana  tercantum  dalam   Lanpiran   11
yang merupakan bagian  tidak terpisahkan  dari  Keputusan
Wali Kota ini.

:   Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT
mempunyai tugas `sebagal berikut :
a.  menghimpun,   mengelola   dan   mempersiapkan   bahan-

bahan  dalam  rangka  penyusunan  program  kerja  serta
pelaporan       pelaksanaan       kegiatan       TP2DD       Kota
Tasikmalaya;

b.  mempersiapkan       penyelenggaraan       pertemuan/rapat
TP2DD Kota Tasikmalaya;

c.  membuat     notulen     rapat    dan     menyusun     konsep



REENAM

perumusan hasil pembahasan;
d.  mendolmmentasihan     hasil     kegiatan     .rp2DD     Kota

Tasikmalaya  baik  yang  bersifat  administratif  maLupun
visual; dan

e.  melaksanahan tugas lainnya sesual arahan ketua TP2DD
Kota Tasikmalaya.

:   Segala biaya yang ditimbulhan sebagal aldbat diterbitkannya
Keputusan   Wali   Kota   ini,   dibebankan   pada   Anggrran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerch  Kota  Tasikmalaya  dan
sunber   pembiayaan   lain   yang   sah   sesuai   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETuruI[            :   keputusan   Wali   Kota   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di  Tasikmalaya
pada tanggal  16  APT.ii  9noi



LAMPIRAV I
KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 970/Kep.227-   Bapenda/2021
TBNTANG
TIM      PBRCEPATAN       DAN       PERLUASAN
DIGITALISASI
TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

DAB BAH                 KOTA

I.      Ketua
11.     Wakfl Ketua

:   Plt. Wali Kota Tasikmalaya
:   Kepala perwakilan Bank Indonesia  Kota Tasikmala.ya

Ill.    Ketua pelaksana Harian  :   Sekretaris Daerah
IV.    Sekretaris
V.    An88Ota

:   Kepala Badan pendapatan Daerah
:    1.   Inspektur Daerah Kota Tasikmalaya

2.   Kepala Dinas pendidikan
3.   Kepala Dinas Kesehatan
4.   Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.   Kepala      Dinas       Perumahan       dan       Kawasan

Pemukimaii
6.   Kepala  Dinas  Koperasi,   Usaha  Mikro,   Kecil   dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7.   Kepala Dinas perhubungan
8.   Kepala Dinas sosia]
9.   Kepala Dinas Tenaga Kelja
10. Kepala  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Pertanian  dan

Perikanan
11. Kepala         Dinas         Kepemudaan,          Olahraga,

Kebudayaan, dan Fariwisata
12. Kepala  Dinas  Penanaman   Modal  dan   Pelayanan

Terpadu Satu Pintu
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
14. Kepala Dirt.as Komunikasi dan lnformatika
15. Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan,     dan

Penelitian Daerah
16.Kepala    Badan    Pengelola    Keuangan    dan    Aset

Daerah
17. Kepala   Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan

Sul7iber Daya Manusia
18. Kepala  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat

Daerah
19. Kepala  Bagian  Perekonomian  dan   Sumber  Daya

Alam Sekretariat Daerah
20. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
21.Deputi      Kepala      Pelwakilan      Bank      Indonesia

Kota Tasikmalaya



22. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tasilrmalaya
23. Pinpinan Cabang Pr Bank Pembengunan Daerah

Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tasikmalaya
24.Hqprha    UFTD    Pengelolaan    Sum.ber    Daya    Air

Wifayah    Sungai   Ciwulan-Cilalri    Provinsi   JawaB-t
25. Kepala Pertaliahan Kota Tasikmalaya



LAAA- 11
ImpuTusAN WAI,I KOTA TAslKMAIAyA
NOMOR f70  /Kep.?_27  Bapenda/2021
TENIANG
TIM     PERCEPATAN     DAN     PERLUASAN
DIGITrmsAsl                                     DAERAII
ROTA TASIKMAIAYA

susuNAN ]qANcoolrAAN SEKRErARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGrrAijlsAsl DAERAII

Ketua Sieketariat
wan Seketint

Am8gota

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Bidang  Perencanaan,   Pengembangan  dan   Sistem   lnformasi
Pajck I)aerah pada Badan Pendapatan Daerah
1 . Kepala Badan Pengeloha Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepaha Bagian Perekonomian dan  sumber Daya Alam pa¢a

Sieketarint Daerfu
4. Kepela Bagian Umum pada Sckretarint Daerah
5. Deputi Kepala Per.Imakilan Bank Indonesia Kota Tasikmalaya
6. Pimpinan  Cabang  Pr  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa

Barat dan Banten, 'rbk Cabang Tasikmalaya



LAMPIRAN Ill
KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :970 /Kep.  227-Bapenda/2021
TENTANG
TIM      PERCEPATAN      DAN      PERLUASAN
DI GITALISASI                                            D AE RAH
KOTA TASI KMALAYA

I.     Ketua

11.     Wakil Ketua

URAIAN TUGAS

1.   menetapkan arah kebijakan implementasi ETPD;
2.   menyampaikan   rekomendasi   kebijakan   kepada

otoritas/pihak       terkait       untuk       mengatasi
permasalahan/   hanbatan   dalam   implementasi
ETPD; dan

3.   menyampaikan     laporan     pelaksanaan     tugas
TP2DD kepada Satgas P2DD.

:    1.   membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
2.   memberikan   masukan    terkait   dengan    sistem

pembayaran    dalaln    rangka   perumusan    arab
kebijakan implementasi ETPD.

Ill.   KetuapelaksanaHarian    :    1.   Merencanakan      dan     mengatur      pelaksanaan
program   dan   kegiatan    sejalan   dengan    arah
kebijakan     implementasi     ETPD     yang     telah
ditetapkan Ketua;

2.   Menganalisis   dan   mengidentifikasi   hambatan/
perrnasalahan/  isu  stratects  terkait  ETPD,  yang
dilinat   dari   aspek   informasi/    data,    inovasi/
teknologi, infrastruktur serta ketentuan;

3.   Melakukan  monitoring,  evaluasi  kineria  TP2DD
Kota Tasikmalaya ;

4.   Melaporkan   perkembangan   implementasi   serta
basil     analisis     dari     identifikasi     halnbatan/
permasalahan/  isu strategis terkait ETPD kepada
Ketua;

5.   Memberikan    masukan    kepada    Ketua    dalam
rangka perumusan arah kebijakan  implementasi
ETPD  dan  penyampalan  rekomendasi  kebijakan
kepada pihak/ otoritas terkait;

6.   Melakukan   koordinasi   dengan   instansi/   pihak
terkait mengenai implementasi ETPD;

7.   Memberikan   usulan    solusi   kepada   instansi/
pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/
permasalahan  yang  teriadi  dalan  implementasi
ETPD;

8.   Melakukan  koordinasi,  monitoring  dan  evaluasi
terkait pelaksanaan ETPD ;

9.   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas TP2DD  Kota
Tasikmalaya,     serta    hasil     pemantauan     dan
monitoring atas pelaksanaan ETPD.



IV.  Seketaris

V.    An8gota

:   1.   Mengadministmsikan     seluruh     prograln     dan
kegfatan TP2DD Kota Tasikmalaya;

2.   Mengumprlkan       data/       informasi       terkait
perkembangan       pendapatan       daerah       dan
implementasi ETPD ;

3.   Melalmkan  komunikasi  dan  kcordinasi  dengan
Satgas E2DD terkait pelaksanaan tugas TP2DD;

4.   Menyiaphan laporan perkembangrn implementasi
Elro dan hasil pelaksanaan tugas TP2DD  Kota
Tasikmalaya.

:   1.   Menyedialmn        data/         infomasi         terkait
perkeinbangan       pendapatan       daerah       dan
implementasi ETPD sesuai tugas dan fungsi;

2.   Membuat rumuson isu strategis dan rekomendasi
kebijakan    terkait    implementasi    ETPD    pada
khuousnya    serta    digitalisasi    ekonomi    dan
keungan pada umumnya.

mt. WALI KOTA TAslKMALAyA


